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Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak
tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerimakorporasi sebagai subjek
hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan
perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum
dianggap sebagai subjek hukum pidana. Ditambah dalam KUHAP yang kita milikipun belum terdapat
hukum acara mengenai korporasi. Dengan tidak adanya pedoman pasti mengenal pertanggungjawaban
korporasi baik dalam KUHP dan KUHAP, maka dalam setiap perundangundangan pengertian dan sebutan
korporasi pun berbeda-beda, sehingga hal tersebut menimbulkan permasal ahan.

Dalam tesisini akan dibahas secara khusus apakah partai politik termasuk kedalam pengertian korporasi,
khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Kemudian akan dibahas mengenai bagaimana melakukan pencucian uang melal ui
partai politik, apa dampak yang ditimbulkan apabila terdapat partai politik yang melakukan pencucian uang
serta, apa akibat hukum dari partai politik yang terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebagai
bagian terakhir akan diberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan tersebut agar hukum Indonesia
dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Indonesiais already acknowledge Corporate crime responsibility. Its proven that since 1951 indonesia
already have aregulation that accepted corporation as a subject of criminal law. After that in the progress
about corporate criminal responsibility, theres alot of regulation outside the criminal code that legislate
about it. That makesin Indonesiacriminal code, does not have the regulation about corporate criminal. The
same goes to the regulation of procedural law in Indonesia. The problem that we have is because the rule
about corporate criminal responsibility is spread in many regulations, that makes the definitions about it is
based on many regulation.

Thisthesiswill explain about the definition about corporate criminal responsibility especially about political
parties. Isthe definition of political parties are included in the definition of corporation based on regulation
about money laundering. It will be discussed about how to do it in political party. Last but not least it will
discuss about legal consequencesiif political parties are proven doing a money laundering. At the end of this
thesis there will be a conclusion and suggestion about the problems so that Indonesiawill have a better
regulation about corporate criminal responsibility especially about political party criminal responsibility.
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